BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Pengertian Tindak Pidana

Istilah “Tindak Pidana” berasal dari bahasa latin disebut dengan Delictum atau
Delicta yaitu delik, artinya adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat
dijatuhkan hukuman. Dalam bahasa belanda tindak pidana dikenal istilah
Strafbaarfeit yang terdiri dari tiga kata yaitu Straf, Baar, Feit. Straf diartikan
sebagai pidana dan hukum, Baar diartikan dapat atau boleh, sedangkan Feith
diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Secara harfiah
Strafbaarfeit dapat diartikan sebagai seuatu perbuatan yang dapat dihukum karena

merupakan pelangaran terhadap Undang-undang tindak pidana.

Pengertian Strafbaarfeit atau Tindak Pidana menurut para ahli antara lain :

1. Moeljatno menyatakan Strafbaarfeit adalah perbuatan yang dilarang dan
diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan
tersebut. Menurut Moeljatno dalam tindak pidana terdapat.

a. Perbuatan itu harus perbuatan manusia

b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang

c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)

d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan



e. Perbuatan itu harus dapat diselesaikan kepada sipembuat (Neni Sri
Imaniyati, 2018: 164).

2. Pendapat Van Hattum dan Simons Pompe memberi penggertian tentang

Strafbaarfeit kedalam 2 (dua) segi, yaitu :

a. Segi teoritis, Strafbaarfeiit itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelangaran
norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja ataupun tidak
dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan
hukuman terhadap pelaku tersebut dalah perlu demi terpeliharanya tertib
hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

b. Segi hukum positif, Strafbaarfeit itu sebenarnya adalah tidak lain daripada
suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah
dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum (P.A.F. Lamintang 2014:

180-181).

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat diartikan apa yang dimaksud
dengan Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat
bertanggung jawab. Perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau
dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi pidana (Neni Sri Imaniyanti,

2018: 165).

Subjek Tindak Pidana dalam KUHP berupa manusia. Adapun badan hukum,
perkumpulan, atau korporasi dapat menjadi subjek Tindak Pidana bila secara
khusus ditentukan dalam suatu Undang-undang (Biasanya Undang-undang Pidana

di Luar KUHP). Sedangkan mayat, hewan atau benda mati dipandang tidak dapat



melakukan tindak pidana, sehingga secara otomatis tidak dapat dipertanggung

jawabkan secara pidana.

Subjek Hukum dalam KUHP adalah manusia. Hal ini dapat disimpulkan

berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHP itu sendiri sebagai berikut :

1. Rumusan delik dalam KUHP lazimnya dimulai dengan kata-kata
“Barangsiapa” kata “Barangsiapa” ini tidak dapat diartikan lain, selain
ditunjukan kepada “Manusia”.

2. Dalam pasal 10 KUHP jenis-jenis pidana yang diancamkan hanya dapat
dilakukan oleh “Manusia”. Misal : Pidana Mati, hanya dapat dilakukan oleh
“Manusia ; Pidana Penjara dan Kurungan hanya dapat dijalankan oleh
manusia

3. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat
adalah ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Ini berarti yang dapat
dipertanggungjawabkan adalah “Manusia”. Sebab Hewan tidak mempunyai
kesalahan dan tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang

dilakukannya (Tri Andrisman, 2011: 10).

Rechtsdelicten adalah delik yang pada kenyataannya mengandung suatu sifat
melawan hukum sehingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku-
pelakunya itu memang pantas untuk dihukum, walaupun tindakan-tindakan
tersebut oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan-
tindakan terlarang dalam undang-undang. Sedangkan Wetsdelicten adalah

tindakan-tindakan yang mendapat sifat melawan hukumanya ketika telah di ataur
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oleh hukum tertulis dalam hal ini peraturan perundang-undangan (Tri Andrisman,

2011: 100).

2.2. Pengertian penggelapan

Pengelapan (Verduistering) diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP sampai
dengan Pasal 377 KUHP. Menurut Lamintang tindak pidana penggelapan sebagai
mana tersebut dalam Bab XXIV KUHP lebih tepat sebagai “tindak pidana
penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab inti dari tindak pidana yang diatur dalam
Bab XXIV tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan
kepercayaan”. Menurut Lamintang dengan penyebutan tersebut, akan memberikan
kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang dilarang dan
diancam pidana dalam ketentuan tersebut. Berikut ini akan dikemukakan unsur-

unsur dari tindak pidana penggelapan.

Pengertian yuridis mengenai penggelapan telah dimuat dalam pasal 372 KUHP
yaitu sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik
sendiri sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi
yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena
penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak

enam puluh rupiah”.

Kejahatan ini dinamakan “penggelapan biasa”. Merupakan kejahatan yang hampir
sama dengan pencurian dengan pasal 362 KUHP. Hanya bedanya, kalau dalam
pencurian barang yang diambil untuk dimiliki itu belum berada ditangan sipelaku,

sedangkan dalam kejahatan penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu
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sudah berada ditangan sipelaku tidak dengan jalan kejahatan atau sudah

dipercayakan kepadanya (Tri Andrisman, 2011: 164).

Beberapa jenis-jenis tindak pidana penggelapan berdasarkan Bab XXIV (buku II)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 372-377 terdiri atas beberapa bentuk

yaitu :

=

penggelapan dalam bentuk pokok atau penggelapan biasa
penggelapan ringan
penggelapan dengan pemberatan

penggelapan dalam keluarga

Penggelapan dalam Bentuk Pokok atau penggelapan biasa

Pengelapan dalam bentuknya yang pokok atau biasa diatur dalam ketentuan
pasal 372 KUHP yang menyatakan :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik
sendiri sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain,
tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena
penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling

banyak enam puluh rupiah”.

Berdasarkan rumusan pasal 372 KUHP tersebut di atas, maka unsur-unsur
tindak pidana penggelapan sebagai berikut :
a. Unsur-unsur obyektif yang meliputi :

- Mengaku sebagai milik sendiri (menguasai),

- Sesuatu barang

- Yang seluruh atau sebagian milik orang lain,
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- Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan
- Secara melawan hukum

b. Unsur Subjektif, yaitu
- Kesengajaan dan

- Melawan hukum

Sebelum diuraikan tentang makna dari unsur-unsur diatas patut kiranya
dikemukakan, bahwa sebagaimana jenis tindak pidana yang lain tindak pidana
juga mempunyai unsur yang khas. Unsur tersebut adalah “menguasai barang

yang sudah ada di tangannya (dalam kekuasaannya) secara melawan hukum”.

Beberapa unsur penggelapan tersebut di atas telah dibahas dalam pembahasan
sebelumnya. Dari unsur-unsur penggelapan tersebut diatas, satu-satunya unsur
yang belum dibahas dalampembahasan dimuka adalah unsur “ada dalam
kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Sebelum pembicaraan pada unsur
“yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan”, ada unsur yang perlu
dikemukakan kembali sekalipun dalam pembahasan dimuka telah
dikemukakan. Unsur tersebut adalah unsur “menguasai”. Unsur ini perlu
mendapatkan perhatian, oleh kareana sebagai unsur tindak pidana
“penggelapan” unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur
yang sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian

yang sama.

Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur
subjektif, tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur tersebut merupakan

unsur “objektif”. Dalam hal tindak pencurian, “menguasai” merupakan tujuan
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dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu
terlaksanakan pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu)
selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai
maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti

barang itu benar-benar menjadi miliknya.

Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan “menguasai” tersebut
merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila
perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa dalam tindak pidana pengelapan dipersyaratkan, bahwa
perbuatan “menguasai” itu harus sudah terlaksanakan atau selesai, misalnya
barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar dan sebagiannya.
Sekarang marilah kita lihat unsur “barang itu harius sudah ada dalam

kekuasannya bukan karena kejahatan’.

Bahwa, didalam tindak pidana penggelapn, unsur “telah dikuasainya barang
bukan karena kejahatan’ merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan unsur
pembedaan dengan tindak pidana pencurian.Pada tindak pidana pencurian,
sudah jelas bahwa “penguasaan barang” oleh pelaku itu dilakukan dengan cara
yang melawan hukum. Sedang dalam tindak pidana penggelapan, penguasaan
barang oleh pelaku justru harus bukan karena suatu tindak pidana (Tongat,
2015: 51-53). Untuk memperjelas pemahaman tentang perbuatan-perbuatan
yang dapat dikatagorikan sebagai perbuatan menguasai dalam konteks tindak
pidana penggelapan dibawah ini disajikan beberpa yurisprudensi yang

berkaitan dengan persoalan tersebut.
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Arrest HR tanggal 26 maret 1906 dan Arrrest HR tanggl 24 Februari 1913
serta Arrest HR tanggal 20 Juni 1944, yang pada intinya menyatakan :
“Toeeigening adala perbuatan menguasai susuatu benda oleh pemegangnya,
seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut, bertentangan dengan sifat dari

pada hak, dengan mana benda tersebut telah berada dibawah kekuasaannya”

(Tongat, 2015: 54).

Penggelapan Ringan

Penggelapan ringan merupakan penggelapan yang telah diatur dalam Pasal
373 KUHP. Dalam ketentuan pasal tersebut merumuskan sebagai berikut :
“Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 KUHP, apabila yang digelapkan
bukan ternak dan dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai,
sebagai penggelapan ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda

paling banyak enam puluh rupiah (Ismu-Jonaedi, 2014 : 141).

Penggelapan dengan Pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan dalam KUHP diatur di dalam pasal 374
KUHP dan Pasal 375 KUHP. Dalam Pasal 374 KUHP dinyatakan :
“Penggelapan yang dilakukan oleh orang penguasanya terhadap barang
disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena
ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, diancam, dengan

pidana penjara paling lama lima tahun” (Ismu-Jonaedi, 2014: 57).

Pada Pasal 374 KUHP memang tidak disebutkan secara luas pengertian tindak
pidana penggelapan dalam jabatan namun, tindak pidana penggelapan dalam

jabatan itu sendiri terdiri dari unsur-unsur subjektif (Meas Rea) berupa
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kesengajaan, bersalah dan melawan hukum dan objektif (Actus Reus) pada
pasal 374 KUHP berupa perbuatan memiliki, objek kejahatan sebuah benda
berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. selain itu ada beberapa
unsur khusus yang digunakan terhadap tindak pidana penggelapan dalam
jabatan yaitu karena adanya hubungan kerja, jabatan dan mendapat upah

khusus (Reo Fernando Manik, 2010: 18).

Pada penggelapan dengan Pemberatan Pasal 375 KUHP

Ketentuan tentang penggelapan dengan pemberatan ini diatur dalam pasal 375
KUHP, yang menyatakan :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang
untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali, pengampu, pengurus atau
pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang
sesuatu yang dikuasai selaku demikian, diancam pidana paling lama enam

tahun”.

Penggelapan yang diatur dalam ketentuan pasal 375 KUHP ini adalah
penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena
kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang
yang harus diurusnya. Apabila dilihat lebih mendalam tindak pidana dalam
pasal 375 KUHP di atas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Penggelapan

2. Suatu benda

3. Yang berada di bawah kekuasaannya

4. Orang yang melakukan penggelapan itu haruslah :
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a. Seseorang kepada siap barang tersebut karena terpaksa harus dititipkan
b. Seorang wali

c. Seorang pengampu

d. Seorang pelaksana dari surat wasiat, dan

e. Seorang pengurus dari suatu lembaga sosial atau yayasan.

4. Penggelapan dalam keluarga
Jenis tindak pidana penggelapan ini diatur dalam ketentuan Pasal 376 KUHP.
Ketentuan Pasal 376 KUHP ini pada intinya adalah memberlakukan ketentuan
Pasal 376 KUHP (tentang pencuri dalam keluarga) kedalam tindak pidana
penggelapan. Di dalam ketentuan Pasal 376 KUHP secara tegas dinyatakan :
“ketentuan dalam Pasal 376 KUHP berlaku kejahatan-kejahatan yang

dirumuskan dalam bab ini”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 376 KUHP tersebut dapat disimpulkan
bahwa di dalam tindak pidana penggelapan juga dikenal adanya tindak pidana
penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih

dalam lingkungan keluarga (Tongat, 2015: 59-60).

Dasar Hukum Tindak Pidana Penggelapan

1. Pasal 372 KUHP. Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku
sebagai milik sendiri (zich toeeigenen) barang sesuatu yang seharusnya atau
sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya
bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara

paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.
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2. Pasal 373 KUHP. Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372, apabila yang
digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah,
dikenai, sebagai penggelapan ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan
atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

3. Pasal 374 KUHP. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang
penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau
karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, dengan pidana
penjara paling lama lima tahun.

4. Pasal 375 KUHP. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena
terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali,
pengampu, penggurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial
atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian,
diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

5. Pasal 376 KUHP. Ketentuan pasal 376 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang
dirumuskan dalam bab ini.

6. Pasal 377 KUHP. (1) Pada waktu pemidanaan karena salah satu kejahatan
yang dirumuskan dalam pasal 372,374 dan 375 KUHP, hakim dapat
memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak tersebut
pasal 35 no. 1-4. (2) Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan
pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu

(Moeljatno, 2016: 132-134)

2.3.Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan
Majelis Hakim dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan suatu perkara,

khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan
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satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai
berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu
tahun lamanya baru bisa terselenggarakan atau selesainya satu perkara
dipengadilan. Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan
putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti pembela yang selalu
menyembunyikan suatu perkara, keterangan sanksi yang terlalu berbelit-belit atau
dibuat-buat, serta adaanya pertentangan keterangan sanksi yang satu dengan
sanksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukn sebagai alat bukti
materil yang diperlukan sebagai alat bukti persidangan (Zulfanlaw Wordpress,

2018)

Jika Majelis Hakim menjatuhkan putusan harus dalam rangka menjamin tegaknya
kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Bahkan sebenarnya
tujuan penjatuhan putusan secara luas adalah mencari dan menemukan kebenaran
materil. Tujuan akhir dalam penjatuhan putusan itu menjadi tujuan seluruh tertib
hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram,
damai, adil dan sejahtera. Ketentuan mengenai pertimbangan Majelis Hakim
diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat
pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar

penentuan kesalahan terdakwa” (Bambang Waluya, 2008: 89).

Dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa :
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa
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suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah
melakukannya.
Dalam menjatuhkan putusan hakim wajib mempertimbangkan hal-hal ini antara
lain :
1. Pertimbangan fakta
a. Keterangan Saksi
- Bahwa saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangan
dipengadilan dibawah sumpah
- Keterangan saksi harus bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan
- Tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah
b. Keterangan terdakwa
- Bahwa keterangan terdakwa di persidangan merupakan keterangan
yang bersifat pengakuan, yaitu mengakui dan membenarkan perbuatan
yang dilakukan terdakwa salah
c. Alat bukti/Barang bukti
- Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum
berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) dan (2) KUHP.
- Barang bukti diajukan dalam persidangan telah dibenarkan oleh para
saksi dan terdakwa, bahwa barang bukti tersebut seasuai ketentuan
Pasal 39 Ayat (1) huruf a, b, dan d KUHP.
- Bahwa barang bukti tersebut memiliki nilai petunjuk benar telah

terjadi tindak pidana penggelapan dan terdakwa sebagai pelakunya.
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d. Petunjuk
- Bahwa didalam persidangan diperoleh fakta adanya kesesuaian antara
keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dan
keterangan-keterangan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat

bukti petunjuk oleh Majelis Hakim.

Kekuatan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu
benar bahwa sehingga si terdakwa dinyatakn bersalah. Dalam penyelesaian
perkara pidana, seseorang dianggap bersalah apabila sudah ada putusan
berkekuatan hukum tetap. Kekuatan alat bukti inilah yang mendukung putusan
hakim di pengadilan dan memutuskan perkara (Andi Hamazah, 2011: 306)
2. Pertimbangan yuridis hakim dan
3. Fakta Hukum
Hasil bentuk putusan akhir pengadilan :
a. Putusan Bebas (Vrijspreak)
Putusan bebas (Vrijspreak) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim
yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang
dituduhkan terhadapnya, apabila dalam dakwaan yang diajukan ternyata
setelah penuntut umum terhadap terdakwa dipersidangan, ternyata setelah
melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukannya
adanya bukti yang cukup yang menyatakan bahwa terdakwalah yang
melakukan tindak pidana dimaksud, maka kepada terdakwa haruslah
dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena
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itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan
(Pasal 191 ayat (1) KUHP).

b. Putusan Yang Mengandung Pelepasan Terdakwa Dari Segala Tuntutan
Hukum (Onstlag Van Rechsvervolging)
Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada
terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak
pidana, adanya alasan pemaaf dan pembenar, kemudian melakukan
perbuatan untuk menjalankan perintah yang diberikan oleh kuasa yang
berhak untuk itu maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
hal ini terkandung dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP.

c. Putusan Yang Mengandung Penghukuman Terdakwa (Veroordeling)
Pasal 193 Ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa jika pengadilan
berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana
yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhan hukuman
kepada terdakwa.
1. Sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah
2. Dengan adanya minimum pembuktian tersebut hakim memperoleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang terjadi dan bahwa terdakwa

yang bersalah melakukannya (Blogspot, 2010)

2.4.Faktor-Faktor Orang Melakukan Kejahatan

Kejahatan adalah Rechtdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan
dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu
Undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam

Undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai
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perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, jenis perbuatan ini juga disebut
Mala in se, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat

perbuatan-perbuatan tersebut memang jahat (Mahrus Ali, 2011: 101)

Pada Umumnya faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan, dimana

pada umumnya penyebab kejahatan dikelompokan menjadi 3 aliran :

1. Aliran kriminologi
Menurut aliran kriminologi pada dasarnya “bahwa setiap individu telah
mempunyai hitungan sendiri-sendiri mengenai untung dan ruginya dari
perbuatan yang dilakukannya itu”. Pertimbangan yang dilakukan individu
merupakan pertimbanagan yang sadar dan telah diperhitungkan untung dan
ruginya. Jika ia berhasil dengan apa yang dilakukannya maka ia untung, dan
jika ia gagal maka ia akan menglami kerugian dan mengakibatkan ia terkena

hukuman.

2. Aliran pengaruh positif ilmu
Individu (manusia) melakukan kejahatan pastilah ada sebab-sebabnya
tersendiri, pengaruh positif ilmu mengatakan bahwa orang melakukan
kejahatan karena pengaruh dari faktor lingkungan dan faktor ekonomi. dimana
semboyan aliran positivisme adalah “ Die welt ist mehr schold an mir ais ich”
(bahwa dunia lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya dari

pada saya sendiri).

3. Aliran kombinasi (klasik dan positive ilmu)
Mengapa manusia melakukan kejahatan, menurut aliran kombinasi seseorang

melakukan kejahatan terletak pada faktor-faktor Biologis dan sosiologis atau
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bakat dan lingkungan secara bersama-sama memberi pengaruh terhadap
pribadi dan kondisi seseorang yang pada saatnya dapat berbuat jahat. Namun
Aliran ini lebih memberikan penekanan kesaling hubungan dari faktor-faktor
sosial, ekonomi, politik yang mempengaruhi kejahatan (Tolib Efendi, 2017:

161)

2.5.Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap
pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya dapat
diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diaertikan sebagai

penghukuman.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan yang dapat
dibenarkan secara normal, bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung
konsenkuensi positif bagi si pelaku tetapi juga untuk orang lain. pidana dijatuhkan
agar pelaku tidak menggulangi perbuatannya dan orang lain takut untuk

melakukan kejahatan serupa.

Jenis-Jenis Pemidanaan tercantum di dalam pasal 10 KUHP pidana juga berlaku
bagi delik yang tercantum diluar KUHP, kecuali jika ketentuan undang-undang itu
menyimpang (pasal 103 KUHP). Jenis pidana ini dibedakan antara pidana apokok
dan pidana tambahan, pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok

dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.

1. Pidana Pokok

a. Pidana mati
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Pidana mati merupakan sanksi pidana terberat diantara semua jenis pidana
yang ada dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam di
indonesia, pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu didalam
KUHP.

b. Pidana penjara
Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurungan atau
perampasan kemerdekaan seseorang.

c. Pidana kurungan
Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan dan diperuntunkan
bagi peristiwa-pristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi
mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana
diatur dalam Buku Il KUHP serta bagi mereka yang melakukan
kejahatan-kejahatan tidak sengaja yang telah diatur dalam Buku 11 KUHP.

d. Pidana denda
Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah
ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang pada umumnya

sebagai pokok pidana alternatif.

2. Pidana Tambahan
a. Pencabutan hak-hak Tertentu
Pencabutan hak-hak tertentu memiliki arti bahwa tidak semua hak
terpidana akan dicabut, (seperti hak asasi manusia, hak hidup, dan lainnya)
tidak dapat dicabut. Sebab apabila semua hak dicabut maka dapat

mengakibatkan kehilangan kesempatan hidup bagi pihak terpidana.
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b. Perampasan barang-barang tertentu
pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk
mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu
dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau
dijual untuk negara.

c. Pengumuman putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim sebagai
pejabat negara yang diucapkan saat di persidangan yang bertujuan untuk

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa.

Adapun kualifikasi urutan-urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah
didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat disebutkan

terlebih dahulu (Blogspot, 2016).



